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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, (2) Pendaftaran Tanah tersebut 

dalam ayat 1 pasal 1, meliputi : (a) Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, (b) 

Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, (c) Pemberian surat-surat 

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kepastian hukum yang 

dimaksud pada pasal 19 ayat 1 diatas adalah pemerintah menjamin bahwa pemegang hak 

(subyek) benarbenarberhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya (obyeknya), 

dibuktikan dengan adanya pembukuan data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterima 

sebagai data yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran secara 

kadastral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar dan terpeliharanya daftar umum 

tersebut dengan data yang mutakhir serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertipikat tanah. 

Menurut Informasi yang disampaikan Deputi I Bidang Survei Pengukuran dan 

Pemetaan dalam diskusi pada tanggal 12 Desember 2014 di Ruang Sidang Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala BPN,pada saat ini terdapat sekitar 90 juta bidang tanah, dengan 

rincian kurang lebih 49 juta bidang terdaftar, kurang lebih 35 juta bidang terpetakan. Dari 

kurang lebih 35 juta bidang yang terpetakan banyak terdapat overlap dan misplaced.Sebagai 

tanggungjawab profesi maka perlu ditempuh langkah-langkah : a)membenarkan kesalahan-

kesalahan dalam pemetaan, b) menyelesaikan peta dasar seluruh wilayah Negara, c) 

pengukuran berikutnya pada tahun 2015 harus betul(terpetakan dengan akurat dan terkoneksi). 

Telah banyak studi tentang pemetaan partisipasipatoris.Sebagai contoh studi tentang 

GIS partisipasi yang memberdayakan masyarakat dalam hal mengisi gap informasi GIS 

konvensional.Gap informasi terjadi karena GIS umumnya dibuat tanpa melibatkan 

masyarakat. Bidang studi penelitian partisipatoris pada umumnya berkaitan dengan pemetaan 
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bencana, pemetaan penataan untuk konsolidasi daerah kumuh, dan pemetaan sekitar 

bendungan  seperti yang dilakuan Musungu K (2014). Dalam Rizqi A, et all (2014), Indonesia 

telah memetakan 265 batas tanah adat dengan pemetaan partisipasi oleh lembaga Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN/National Indigenous Community Alliance) bekerjasama 

dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatoris (JKPP/Participatory Mapping Working 

Group). Gessa D. S. (2008) menulis secara khusus terkait pemetaan partisipatoris untuk 

identifikasi tanah hak kepemilikan, ajudikasi dan registrasi.  

Metode pemetaan partisipatoris beragam. Musungu K (2014) dalam penelitiannya 

menggunakan questioner, questioner dan blok, workshop , dan internet.  Masing-masing 

metode menawarkan variasi derajat interaksi komunitas. Kuesioner memungkinkan jumlah 

responden banyak terlibat, namun pengolahan data menjadi berat ditambah lagi data banyak 

yang tidak konsisten, bias atau bahkan tidak ada. Validasi data hendaknya dilakukan pada saat 

perencanaan kuesioner dan juga saat pengambilan data.Workshop efektif dalam hal 

pengambilan data secara simultan. Tidak seperti kuesioner,  bias saat pengambilan data dapat 

langsung dibenahi. Workshop juga dapat mengidentifikasi “penyebab dan dampak” yang 

terjadi.Namun demikian workshop terbatas dalam hal jumlah peserta sehingga tidak 

dimungkinkan untuk mengetahui keseluruhan gejala yang diamanati.Kesepakatan- kesepatan 

antar stakeholder dapat dihasilkan dengan workshop.Penggunaan Web sangat baik untuk 

diseminasi data dengan skala besar.Namun, keterbatasan utamanya adalah terbatasnya sinyal 

yang ada disekitar lokasi.  Dalam simpulannya Musungu K  menyatakan bahwa di masa 

mendatang,  dengan makin semaraknya penggunaan smart phone untukpengambilan data dan 

pemataan, riset penggunaan metoda tersebut hendaknya dilakukan. 

BPN diamanatkan mewujudkan Peta berbasis bidang baik tanah yang sudah terdaftar 

maupun belum terdaftar.Pada saat ini 55 % bidang tanah terdaftar dan belum terpetakan 

menjadi tantangan bagi BPN denganKantor pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan. 

Kantor Pertanahan Grobogan berusaha hadapi tantangan tersebut,  ada beberapa permasalahan 

yang menjadi kendala (1) Belum ada sumber dana tersendiri untuk dapat mewujudkan peta 

berbasis desa yang akurat / lengkap,(2) Terbatasnya jumlah SDM di Kantor Pertanahan Kab. 

Grobogan, (3) Cakupan Wilayah Kab. Grobogan yang luas (terluas nomor 2 di Prop. Jawa 
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Tengah  setelah Kabupaten Cilacap) untuk dilaksanakan pekerjaan pemetaan secara 

konvensional, dan (4) Peta-peta persil tidak tersedia secara lengkap. 

Dengan berdasarkan latar belakang  di atas peneliti ingin mengetahui mekanisme 

permasalahan pemetaan kadasral dan strategi yang diperoleh dari kegiatan pemetaan 

partisipatoris di Grobogan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kegiatan pemetaan partisipatoris di Kabupaten Grobogan? 

2. Strategi apa yang dapat diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di Grobogan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kegiatan pemetaan partisipatoris di Kabupaten Grobogan. 

2. Mengetahui Strategi yang dapat diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di 

Grobogan. 

 

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian  

1. Sebagai sarana untuk belajar mengkaji secara ilmiah terhadap fakta yang terjadi 

dalam praktik di lapangan dengan berpedoman dengan peraturan yang ada. 

2. Sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan pemetaan partisipatoris dan strategi 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemetaan partisipatoris yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan belum termasuk 

kegiatan pemetaan partisipatoris yang murni akan tetapi dikategorikan pemetaan 

semi partisipatoris. 

2. Strategi yang diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di Kabupaten 

Grobogan : (1) Pengembangan peta/scalling up, (2) Meminimalisir resistensi dan 

ketegangan social, dan (3) Melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan pemetaan 

bidang tanah yang telah terdaftar. 

 

B. Saran 

1. Kegiatan pemetaan semi partisipatoris yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan 

dapat dijadikan cikal bakal pengembangan kearah pemetaan partisipatoris yang 

utuh.  

2. Strategi yang diperoleh dari kegiatan pemetaan semi partisipatoris di Kabupaten 

Groboganterus dikembangkan untuk mencapai kondisi ideal terkait kegiatan 

pengukuran dan pemetaan kadastral. 
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